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ABSTRAK 
 

 
 

AZRINA PUTRI 12042107/2015 : Kinerja Pegawai Unit Kerja Layanan 

(UKL) Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil  Dalam Pelayanan 

Administrasi Kependudukan DiKabupaten 

Pesisir Selatan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pegawai Unit Kerja 
 

Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan 

administrasi kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengen menggunakan metode deskriptif. Informan penelitian 

ini di tentukan dengan teknik purpose sampling, diantaramya Kassubag. Umum 

dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kasi. Kerjasama 

dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pesisir Selatan, Kepala Unit Kerja Layanan (UKL) kecamatan Bayang, kecamatan 

IV Jurai dan kecamatan Koto XI Tarusan, serta masyarakat yang mengurus 

administrasi kependudukan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data 

digunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja 

pegawai Unit Kerja Layanan (UKL) dalam pelayanan administrasi kependudukan 

di Kabupaten Pesisir Selatan dalam praktiknya masih kurang baik, yaitu dalam 

aspek kemampuan dan keahlian, pengetahuan, rancangan kerja, kepribadian, dan 

lingkungan kerja. Terdapat faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai Unit Kerja 

Layanan (UKL) tersebut, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja 

pegawai Unit Kerja Layanan (UKL) tersebut. 

 
 

Kata Kunci : kinerja pegawai, pelayanan, administrasi kependudukan
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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 
 
 
 

A.   Latar Belakang 

 
Setiap negara pasti mempunyai penduduk, begitu pula dengan negara 

Indonesia mempunyai penduduk yang mendiami wilayah Indonesia. Penduduk 

adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan- 

aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus. 

Pada hakikatnya setiap Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai 

Penduduk asli Indonesia dengan mempunyai bukti autentik yaitu Kartu Tanda 

Penduduk Indonesia. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, 

pencatatan  atas  pelaporan  Peristiwa  Kependudukan  dan  pendataan  Penduduk 

rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan 

berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Dokumen 

kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana 

yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari 

pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Undang-undang Republik 

Indonesia  Nomor  24  Tahun  2013  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). 

Dalam pelaksanaan pendaftaran kependudukan dilaksanakan oleh instansi 

terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencatatan Sipil adalah 

pencatatan   Peristiwa  Penting  yang  dialami   oleh   seseorang  dalam   register 

Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. 
 

 
 
 
 

1
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Dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, pelayanan yang baik  dari 

aparatur pemerintahan sangatlah diperlukan. Pelayanan publik merupakan 

tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik di 

pusat, di daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelayanan publik 

kepada masyarakat adalah salah satu tugas atau fungsi penting pemerintah dalam 

menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya. Pelayanan publik merupakan 

unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena 

menyangkut  aspek  kehidupan  yang  sangat  luas.  Penyelenggaraan  pelayanan 

publik merupakan upaya Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak 

sipil  setiap  warga  Negara  atas barang,  jasa,  dan  pelayanan  administrasi  yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang 32 tahun 2004 yang kemudian 

direvisi menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

bangsa  Indonesia  mengalami  perubahan  yang  sangat  mendasar  dari  berbagai 

bidang termasuk di dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Undang-Undang 23 

tahun 2014 memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah 

di dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Sesuai dengan hal tersebut diatas, 

Pemerintah  Daerah  mengemban  tugas  yang  sangat  besar  dari  seluruh  aspek 

kinerja birokrasi pemerintahan pada umumnya, sehingga perlu adanya kontribusi 

yang nyata dari Pemerintah Daerah. 

Dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 yang sarat dengan isu strategis 

berupa kelembagaan, sumber daya manusia berupa aparatur pelaksana, jaringan 

kerja serta lingkungan kondusif yang terus berubah merupakan sebuah tantangan
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bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan 

pelayanan  kepada  masyarakat.  Undang-undang  ini  diidentifikasi  diantaranya 

adalah menempatkan pemerintahan kecamatan dan kelurahan sebagai perangkat 

daerah otonom, yaitu Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Dengan kata lain, 

pemerintahan   kecamatan   menempati   posisi   sebagai   kepenjangan   tangan 

pemerintah daerah otonom (desentralisasi), dan bukan sebagai aparat 

dekonsentrasi. 

Pelayanan yang baik memiliki kaitan tehadap kinerja organisasi suatu 

perusahaan atau instansi dalam upaya mencapai tujuannya. Dalam konteks 

pengembangan sumber daya manusia kinerja seorang karyawan dalam sebuah 

organisasi sangat dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang baik bagi karyawan itu 

sendiri dan juga untuk keberhasilan perusahaan atau instansi tersebut. Kinerja 

adalah  hasil  atau  tingkat  keberhasilan  seseorang  secara  keseluruhan  selama 

periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang 

telah ditentukan terlebih  dahulu  dan  telah  disepakati bersama  dan merupakan 

suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau 

pekerjaan. 

Kinerja suatu birokrasi publik merupakan suatu isu yang sangat aktual 

yang terjadi pada masa sekarang ini. Masyarakat masih memandang kinerja dari 

birokrasi publik pada saat ini belum bisa memberikan rasa kepuasan yang tinggi, 

sehingga menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi sorotan yang 

tajam, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efesiensi dan efektifitas.
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Hal tersebut disebabkan masyarakat mulai kritis dalam memonitor dan 

mengevaluasi manfaat serta nilai yang diperoleh atas pelayanan dari instansi 

pemerintah. 

Informasi mengenai kinerja aparatur dan faktor-faktor yang ikut 

berpengaruh terhadap kinerja aparatur sangat penting untuk diketahui, sehingga 

pengukuran kinerja aparat hendaknya dapat diterjemahkan sebagai suatu kegiatan 

evaluasi untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas 

dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu evaluasi kinerja 

merupakan analisis interpretasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja. 

Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Pesisir  Selatan  Nomor  22  Tahun  2016 

 
Tentang Pelayanan  Keliling Administrasi Kependudukan bahwa dalam  rangka 

mempercepat dan mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada 

masyarakat/  penduduk  merupakan  urusan  wajib  bagi  Pemerintah  Kabupaten 

Pesisir Selatan dalam memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status 

pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting 

yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu dilakukan percepatan 

pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat/ penduduk. Untuk 

melaksanakan percepatan pelayanan maka perlu dilakukan perubahan yang cukup 

mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan Pola Stelsel 

Aktif (layanan jemput bola) dimana dalam pelayanan administrasi kependudukan 

yang semula diwajibkan aktif adalah penduduk, diubah menjadi yang aktif adalah 

pemerintah melalui pola jemput bola atau pelayanan keliling. 
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Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Pesisir  Selatan, 

pada  saat  ini  sudah  melakukan  kemudahan  Administrasi  Kependudukan  bagi 

masyarakat dengan dibentuk nya Unit Kerja Layanan (UKL) di setiap Kecamatan 

yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Unit Kerja Layanan (UKL) adalah Unit 

Kerja  Layanan  pada  Dinas  Kependudukan  dan    Pencatatan  Sipil  Kabupaten 

Pesisir  Selatan  yang berkedudukan  di  setiap  Kecamatan.  Unit  Kerja  Layanan 

(UKL) ini mulai didirikan pada tahun 2017 dan baru berjalan pada tahun 2018. 

Pendirian Unit Kerja Layanan (UKL) ini sudah didasari Peraturan Daerah Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan  dan  Peraturan  Bupati  Pesisir 

Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Sistem kerja dari 

Unit Kerja Layanan (UKL) ini pada prinsip nya sama dengan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten, apapun yang diterbitkan di 

Dinas diterbitkan juga di UKL Kecamatan. Pegawai pada setiap Unit Kerja 

Layanan (UKL) ini berjumlah sebanyak 5 orang yang terdiri dari, 1 Kepala, 2 

Petugas Register, dan 2 Petugas Operator yang memiliki tugas dan fungsi nya 

masing-masing. Jadi, dari 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 90 

Pegawai Unit Kerja Layanan (UKL).   Pegawai Unit Kerja Layanan ini hanya 

berstatus sebagai Pegawai Honorer kecuali Kepala, tenaga honerer disini diambil 

dari pegawai UPTD Kecamatan, karena terjadinya kekosongan pekerjaan bagi 

staf-staf UPTD Kecamatan ini. Maka dari itu di instruksikan oleh Bupati Pesisir 

Selatan untuk mengambil beberapa staf UPTD untuk menjadi staf di Unit Kerja
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Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selain ada beberapa juga staf 

baru. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dan 

juga Unit Kerja Layanan di Kecamatan dalam pelayanan sekarang sudah membuat 

beberapa inovasi baru dalam pelayanan yaitu, Layanan Salam Sapa ke Pintu 

Rumah,  Layanan  Berputar,  Layanan  Pas Nikah,  dan  Layanan  Turut  Berduka. 

Akan tetapi, seperti yang dilihat inovasi layanan ini belum berjalan dengan baik 

sesuai dengan apa yang telah diterapkan. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh 

Ibu Maryati masyarakat kecamatan bayang yang mengurus akta kelahiran tentang 

bagaimana kinerja pegawai Unit Kerja Layanan : 

“... Memang betul dengan adanya Unit Kerja Lapangan (UKL) di setiap 

kecamatan membuat masyarakat menjadi lebih mudah, terutama dalam hal 

transportasi. Masyarakat lebih hemat biaya dalam melakukan perjalanan 

ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini. Namun masih ada 

kelemahan yang dirasakan yaitu seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) yang blangko nya sering tidak ada, dan informasi mengenai itu juga 

sering tidak pasti yang membuat masyarakat selalu berbolak-balik ke UKL 

tersebut. Dan satu hal lagi, pegawai UKL juga belum disiplin dalam segi 

waktu yaitu pada waktu jam istirahat yang kadang di percepat dari jam 

kerja yang telah diterapkan. Dan juga sarana dan prasarana juga belum 

terpenuhi seperti kursi untuk masyarakat menunggu masih kurang.” 

Maka dari itu Peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “Kinerja 

Pegawai Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di 

Kabupaten Pesisir Selatan” 
 

 
 

B.   Identifikasi Masalah 

 
a. Identifikasi Masalah 

 
1. Kurangnya  kinerja  pegawai  honorer  Unit  Kerja  Layanan  (UKL)  Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan administrasi 

kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan. 
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2. Kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  pelayanan  administrasi 

kependudukan di Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. 

3. Kurangnya upaya peningkatan kinerja pegawai honorer Unit Kerja Layanan 

(UKL)   Dinas   Kependudukan   dan   Pencatatan   Sipil   dalam   pelayanan 

administrasi kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan. 

b. Pembatasan Masalah 

 
Berdasarkan   identifikasi   masalah   diatas   maka   peneliti   membatasi 

permasalahan yang akan diteliti : 

1. Kurangnya kinerja pegawai Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan 

dan   Pencatatan   Sipil   dalam   pelayanan   administrasi   kependudukan   di 

Kabupaten Pesisir Selatan. 

2. Kurangnya upaya peningkatan kinerja pegawai Unit Kerja  Layanan (UKL) 

 
dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan. 

 
 
 

 

C.   Rumusan Masalah 

 
1. Bagaimana kinerja pegawai Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan 

dan   Pencatatan   Sipil   dalam   pelayanan   administrasi   kependudukan   di 

Kabupaten Pesisir Selatan? 

2. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai Unit Kerja 

Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan 

administrasi kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan? 
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D.   Tujuan Penelitian 

 
1. Untuk   mengetahui   kinerja   pegawai   Unit   Kerja   Layanan   (UKL)   Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil    dalam pelayanan administrasi 

kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan. 

2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja 

pegawai Unit Kerja Layanan (UKL) dalam melakukan pelayanan administrasi 

kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten 

Pesisir Selatan. 

 

 
 

E.   Manfaat Penelitian 

 
1. Bagi Pemerintah/Instansi terkait, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan 

dan evaluasi dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Pesisir 

Selatan. 

2. Secara    teoritis,    penelitian    ini    bermanfaat    bagi    pengembangan    Ilmu 

 
Pengetahuan terkait mata kuliah Administrasi Kependudukan. 

 
3. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai aplikasi dari ilmu yang 

diperoleh peneliti selama menjalani kuliah pada program studi Ilmu 

Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. 


